
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2020

TENTANG

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR30TAHUN2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR
PROVINSISUMATERASELATAN

Mengingat

Menimbang



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009Nomor130);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5400);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 10, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4578);
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20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab LematangIlirTahun 2020
Nomor1);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun ten tang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor
4);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang llir ini.

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 13.714.561.023,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 452.214.717.886,11
3) Belanja Modal Rp. 764.119.060.809270

Belanja Langsung Rp. 1.230.048.339.718,81
Total Belanja Rp. 1.597.609.676.063281
Surplus (Defisit) Rp. (72.111.673.344,82)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 177.822.775.231,79
b. Pengeluaran Rp. 80.000.000.000200
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 97.822.775.231,79
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 25.711.101.886,97

Pasa12

2. Belanja
a. 8elanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 194.096.541.460,00
2) Belanja Bunga Rp. 16.565.303.173,00
4) Belanja Subsidi Rp. 0,00
5) Belanja Hibah Rp. 24.909.932.648,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.115.018.896,00
7) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
8) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 126.439.390.168,00
9) Belanja Tidak Terduga =...;R:=p 4..;..;;3:;..;:5:;..;....;;;..15:;..;0:;..;.....::;.0..:::;_0.;;;..0.L.:::0-=0

Belanja Tidak Langsung Rp. 367.561.336.345,00

Rp. 399.042.199.866,84
Rp. 1.525.498.002.718,99

Rp. 84.794.980.925,08
Rp. 1.041.661.572.969,00

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Terdiri Atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan

Pasall

PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2020

BUPATI PENUKAL
PENJABARAN

ABAB LEMATANG ILIR
PERTANGGUNGJAWABAN

PERATURAN
TENTANG

MEMUTUSKAN:
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BERITA DAERAH KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR TAHUN 2021
NOMOR 30

KARTlKAYANTI

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal ,., A~\)~~\)S 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR,

HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal \~ PqvH ..US 2021

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

Pasal6

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

PasalS

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir mi.

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang llir ini.

Pasal4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal3
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